
1 
 

 
 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 
 

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 
NOMOR 4 TAHUN  2011 

TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

WALIKOTA  PROBOLINGGO, 
 

Menimbang : a. bahwa  bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 

Raga, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 

18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong 

Hewan, perlu disesuaikan; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsideran ini, maka 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang 

Retribusi Jasa Usaha. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5073); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat 

Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4655); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman 

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman 

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006      

Nomor 3); 

27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal 

Transportasi Jalan. 

28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 

29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 

650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang 

Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro; 

30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008  tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern; 
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31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH 

Ruminansia dan unit penanganan daging; 

32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 

3); 

33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2008 Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6); 

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

Dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo; 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo; 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Orang Pribadi adalah orang perseorangan; 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, 
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organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 

tetap dan badan usaha lainnya; 

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 

barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara 

lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat 

pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan 

ternak di Pos Pemeriksaan Hewan; 

11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian tempat yang 

secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, 

hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di 

tempat pelelangan; 

12. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan 

bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

13. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan 

ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan 

olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; 

16. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; 

17. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk 

menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan; 

18. Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah; 

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib 

Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah; 

21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota; 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat 

Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi; 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT 

adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 


